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ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji harta debitor pailit yang termasuk dalam cakupan harta pailit
serta kewenangan kurator dalam menagih piutang debitor pailit. Skripsi ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa harta debitor pailit yang termasuk dalam cakupan harta pailit adalah harta
yang ada pada debitor pailit sejak putusan pernyataan pailit yang meliputi benda
bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau yang tidak berwujud, yang ada atau
yang akan ada, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai
peraturan spesialis dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai peraturan
generalnya. Begitu juga piutang debitor pailit dapat yang termasuk dalam cakupan
harta pailit. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kewenangan
kurator dalam menagih piutang debitor pailit sampai dengan saat ini tidak secara
jelas diatur secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun Kkurator tetap
dapat melakukan penagihan dimana tindakan tersebut harus memperoleh
persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, karena sebenarnya dari piutang
debitor pailit tersebut dapat meningkatkan besaran harta pailit dan juga sebagai
bentuk perlindungan terhadap para kreditor untuk terpenuhi haknya untuk
mendapatkan pelunasan.
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